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PARIPURNA PENYAMPAIAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH PADANG LAWAS 2023 SUDAH 3 KALI GAGAL 

Sumber gambar: https://analisadaily.com/ 

  

Analisadaily.com, Sibuhuan - DPRD Padanglawas kembali gagal ketiga kalinya 

menggelar rapat paripurna terkait kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) serta paripurna penyampaian Ranperda 

Rancangan APBD Tahun 2023 Rabu (7/12) malam di gedung DPRD Palas. 

Kegagalan rapat paripurna akibat anggota DPRD yang hadir hanya 13 orang, 

termasuk 3 orang pimpinan DPRD dari 30 anggota DPRD. Mestinya paripurna bisa 

dilanjutkan minimal dihadiri 2/3 dari jumlah anggota dewan atau minimal 20 orang anggota 

DPRD. 

Sebelumnya, saat paripurna penetapan KUA PPAS, gagal karena terjadi perbedaan 

pendapat dalam hal rasionalisasi anggaran. Termasuk pengalokasian anggaran PPPK yang 

dinilai diputuskan sepihak. 

Namun upaya untuk menemukan kesepakatan dalam hal pengesahan ranperda APBD 

TA 2023 menjadi terganjal karena saat jadwal penyampaian Ranperda APBD tidak berhasil 

diparipurnakan. 

Arpan Nasution, Sekretaris Daerah Padanglawas, sekaligus Ketua Badan Anggaran 

Eksekutif ketika dihubungi terkait gagalnya paripurna penyampaian Ranperda RAPBD, 

mengatakan itu adalah ranahnya anggota DPRD. 

"Kita sudah menyampaikan KUA PPAS dan Ranperda APBD, tetapi belum ada 

kesepatan dari anggota dewan," kata Arpan. 



Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/Ermila Octhari 2 

 
 

Ketika ditanya kapan lagi digelar rapat paripurna, Arpan kembali menjawab 

tergantung jadwal dari Banmus DPRD. "Kita mengikuti regulasi saja, kapan jadwalnya kita 

hadir," kata Arpan. 

Lantas bagaimana nanti kalau tetap tidak ada kesepakatan anggota dewan, apakah 

tidak ada lagi pembahasan RAPBD. Arpan mengatakan belum bisa diprediksi seperti itu. "Itu 

terlalu maju kita tanggapi, mudah-mudahan adalah pembahasan," kata Arpan. 

Ketika disinggung lagi Ranperda APBD 2023 yang diusulkan eksekutif apakah tanpa 

kesepakatan KUA PPAS, Arpan tidak membantah hal itu. "Iya betul, tidak ada kesepakayan 

KUA PPAS, makanya kita usulkan Ranperda RAPD," tegas Arpan. 

 

Sumber Berita: 

1. https://analisadaily.com/berita/baca/2022/12/08/1036878/paripurna-penyampaiankua-

dan-ranperda-apbd-palas2023-sudah-3-kali-gagal/, Paripurna Penyampaian KUA dan 

Ranperda APBD Palas 2023 Sudah 3 Kali Gagal, 08/12/22. 

2. https://waspada.id/sumut/rapat-paripurna-ranperda-apbd-palas-2023-gagal/, Rapat 

Paripurna Ranperda APBD Palas 2023 Gagal, 08/12/22. 

 

Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah 

Pasal 365 

(1)  DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:  

a. legislasi;  

b. anggaran; dan  

c. pengawasan.  

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka 

representasi rakyat di kabupaten/kota. 

Pasal 366 ayat (1) 

(1)  DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:  

a.  membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;  

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh 

bupati/walikota;  

https://waspada.id/sumut/rapat-paripurna-ranperda-apbd-palas-2023-gagal/
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c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;  

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil 

bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk 

mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;  

e.  memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 

bupati/wakil walikota; 

f.  memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;  

g.  memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;  

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;  

i.  memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau 

dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;  

j.  mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan  

k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 395  

(1)  Setiap rapat DPRD kabupaten/kota dapat mengambil keputusan apabila memenuhi 

kuorum. 

(2)  Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila:  

a.  rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD 

kabupaten/kota untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak 

menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul 

pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota;  

b. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD 

kabupaten/kota untuk memberhentikan pimpinan DPRD kabupaten/kota serta 

untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD 

kabupaten/kota untuk rapat paripurna DPRD kabupaten/kota selain rapat 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.  
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(3)  Keputusan rapat dinyatakan sah apabila:  

a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD 

kabupaten/kota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a;  

b.  disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD kabupaten/kota 

yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;  

c.  disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c.  

(4)  Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda 

paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 

(satu) jam.  

(5)  Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) 

Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. 

(6)  Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat 

mengambil keputusan.  

(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan 

kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan pimpinan fraksi. 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah  

Pasal 1 angka 4, 22, dan 23 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

22. Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah 

program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat 
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Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana 

kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 

 

 

 

 

Pasal 3 

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, 

manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan 

dalam APBD. 

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah 

Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. 

 

 

Pasal 23  

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. 

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA 

PPAS yang didasarkan pada RKPD. 

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, 

dan stabilisasi. 

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun 

ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan. 

 

Pasal 26 

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun 

anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. 

 

Pasal 89 

(1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD 

dengan mengacu pada pedoman peenyusunan APBD. 



Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/Ermila Octhari 6 

 
 

(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

(3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. Kondisi ekonomi makro daerah;  

b. Asumsi penJrusunan APBD;  

c. Kebijakan Pendapatan Daerah;  

d. Kebijakan Belanja Daerah;  

e. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan  

f. Strategi pencapaian. 

(4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan: 

a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 

b. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang 

disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam 

rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan 

c. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk 

masing-masing Program dan Kegiatan. 

 

Pasal 90 

(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua 

bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. 

(2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat 

minggu kedua bulan Agustus. 

(3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam 

menyusunRKA SKPD. 

(4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (21 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangu-

ndangan. 

 

Pasal 91 
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Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan 

rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) 

minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala 

Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan 

RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk 

dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 


